
PFRATURAI{ DAERAI-I KABTJPATF.N I{ALMAHERA BARAT
NOMOR 1rt 'rAHL'N 2008

T'EN1'ANG

RE,TRIBUSI trZIN USAI.IA ANGKUTAN

DENGAN RAHI\{AT TUI{AI{ YANG IV{AI'{r\ ESA

Ivfenimbang : a.

BUPATI II-{LMAHERA BARAT,

bahvra Lalu I-intas Angkutan Jalan memiliki peran )/ang sangat penting
dan strategis sehingga penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah
sesuai kewenangan masing-masing, maka peranan yang clemikian sudah
selayaknya I'emerintah Daeralr mernberikan pembinaan sehingga
angkutan jalan c{apat diselenggarlakan secara tertib dan teratur;

bahwa izin usaha angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih
ditujukan kepada jarninan kualitas pelayanan usaha Angkutan kepada
nrasyarakat secara berdaya guna dan berha.sil guna dalarn nrendrrkung
pembangunan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada hunrf a

dan b, perlu meneta.pl:an Peraturan Daerah Kabupaten llalmahera Barat
tentang Retribusi Iz,in Usaha Angkutan

undang-undang Nomor 14 'I'ahun 1992 tentang Lalu l,intirs clan

Arrgkutan Jalan (Lembaran Negara Tahrur 1992 Nomor 4g, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 3489);

undang-undang Nomor 6 'fahun 2000 tentang perubahan atas undang-
Undang Nomor 45 'I'ahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Mah.rku
Utar4 I(abupaten Buru dan Kabupaten l"{alu}iu Tenggara
Barat(l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Mengingat : l.

3. Undang-tlndang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perbahan atas Llndang-
Lindang Nomor 13 l'ahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a046);

c.

2.

tl""



5.

i*:r:r:E-r*':r::xr5 F:r:-,r:r 1 Tafus,:lt[3 allffig *sitrartdrarr ff.d.:gfrrdr::n
llalrralmz l*-'lr,- IlahrJpdja l:,*,s*ma Sda:rl"' Iklrydcur nc"'ullarErrr
Sula- Kabup.ter FlatrnahEra frruur dacr Kata Tidore Keor:lauan r&
Provinsi lr,laluku tlura (L€mbdan ){egara Reput{ft. lndcrmsra t{c'qnrur
425a);

Unrlang-L/n<1ang Nom or 32'fahun 2004 tentang Pernerintahan daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Iahun 2004 ,Nomor 125"
Tambahan l,enrbamn Negara Republik Indonesia Nr:mor 4437)
sebagaimana tllah diuhah dengan lJndang-IJndang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemedntah Pe^rgga.nti Undang-
Undang l.lomor I Tahun 2005 tentang Perubahan iJndang-Undang
Nomor 32 Tah.rn 2C04 tentnng Pemerintahan Daeral^ nenjadi Unda:rg-
Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemtraha:r
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan l)aerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 'rahun

2005 }rlomor 108, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonr:sia
nomor '7548, Tambahan Lembaran l.{egara Republik lndonesia Nornor
4844); I

6. undang-Undang ltromor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangzur
antara Penierirrtah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaril
iiepuirlik Indonesia Nomor 4438);

Peraturarr Pernerintah Nomor 41 'Iahun 1993 tentang Angkrrtan Jalan
(Lcn'rbaran Negara ]'ahun 1993 Non:or 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahr.rn 2001 tentang Retribusi Daera-h
(Lembaran Negara l'ahun 2001 Nomor llg, Tanrbahan Lernbar:an
Negara Nomor al39);

Perattuar Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian urusan
Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pe rneri ntahan Dacrah Kabupaten/Kota.

Keputusan Presiclen It.l Nomor 44 Tahun 1999 tentang lekhnik
I'enlrusunan Peraturan Perunc{.ang-undangan , Bentuk Rarncangan
Undai',g-und*g , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
K.eputusan Presiderr (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

I 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mah*u Utara Nomor 7 Tahun 1990
tentang Penyidil:an Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan
Pemerintah l)aerah Kabupaten Tingkat II Malulcu Utara T'ahun 1992

l,lomor 3 Seri I3 Nornor 2);

7.

8.

9.

10.

Ir...i.r*.-.



12. Peraturan l)aerah Kahupatcn l-lalrnahera Barat Nomor 4 l'ahrur 2003
tentang Perubahan atas Peratur:m I)aerah Kabupaten Maluku utam
Nomor 8 'fahun 2001 tentang susunan organisa.si Dinas Kabupaten
Maluku Utara.

Dcngan l'er:sctujuan Ilersamn

D E,WAN PER.WAT'"ILAN RAKY,\T D.{ERAH
KAnUPA'f ON flAI-MA',i"riRA BARAT

I)an

RTIPATI I{AI-Mz\IIERA BARAT

MEMUTTJSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERA}I
].8}.ITA NG I{ETTiIL] US I IZI N

KATJUPATEN HAI-MAHERABARAT
USAun ANGKUTAN.

RAI} I
KI.TENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Perahrran Daerah ini 1'ang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halrnah,-,ra- Rarat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Lrrlrsan pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan DPII.D mr:nurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksucl dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pernerintah Daereft adalah Kepala Daerah besefta perangkat claerah otonom yang lain
sebagai badan eksekutif daerah;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Halnrahera Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaniutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tr.rgas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai

dengan peraturan PerunCang-undangan 1'alg berlali r;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ilalmahera Barat;
8. Badan Usaha adalah setiao usaha berbadan trukum yang berLrentuk perorangan, koperasi,

perkumpulzrn. finna yarrg bergerak di bidang usaha;

9. Angkutan adalah pemindahan orang dan attru barang dari suatu tempat ke tempat lain
dcn6lan menggunakan kendaraan;

10. Kendaraan adalah suatu alat yang clapat bcr:gcrak di jalan dari kendaraan bermotor atau

kendaraan tidak bermotor:



I L Kendaraan berrnotor adalah kendaraan yarrg digerakan ole\ Fi'eralatan tekhnik yiurg berada
pada kendaraan itu;

1?-. Periz,inan adalah k:giatan Penrcrintad Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
Jrribadi atau badan yang dilaksarakan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan guna melindungi kep,:ntingan lrmum;

13. Retribusi Perizinan tertcntu ad:rlan retribusi atas kegiatan Pemerintah l)aerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dima.ksudkan untr.rk pernbinaan.
pengaturan, pengendalian dan perrgawasan atas kegiatan pemanlaatan ruarry, penggllnaan
sumber daya alam, barang, praldrana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan urnum dan rnenjaga kelestarian lingkungan.

BAB II
NhMA, OBYttK DAN S{JBJEK RETRIIIUSI

Pasal 2

DcnBan iiaina Retribusi Izin lJsaha Angl<utan dipungut reiribusi sebagai pembal'ara,] atas
pernberian Izin Usaha Angkutan kepa,la orang pribadi atau badan.

Pasal 3 
'

Obyck Retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan kepada orang pribadi atau badan;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha angkutan.

I]AB III
GCILOI{GAN RETRIBUSI

Pnsal 5

Retribusi izin usaha an6;kutan digolongknn sebagai Retribusi Perizinzur Tertentu.

RAB IV
I{ETENTUAN PERIZIT.IAN

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umurr
,irlakukan oieh :

a. Bzrdan }Iulrum
b. Perorangan;

(2) tJntuk clapat melakuka:r kegiatan usaha angkutan selragaimana dimaksud dalam ayat (1)
ivajib memiliki Izin lJsaha Angkutan;

(3) Izin usaha Angkutan sebagaimana clinraksud dalam ayal (2) diberikan urrtuk jangka waktu
5 (lima) tahun.

{ea{rriEF[n{tE l|FrtErr!-}:-=5'a:ir:ii::;.i=3=:: 3:i:'=*ffirr:- .-'



Pasal 7

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) terdiri dari :

l. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
c. l-lsarha angkutan barang.

Pasal 8

Untuk mentperoleh Izin l)saha I ngkutan waiib dipenuhi persyaratan :

a. Merniliki Nornor Pokok Wajib Pajak;
b. N{emiliki Nomor Pokok Waiib Paiak De.erah

c. tvlemiliki Ak'te Pendirian Ba<lan i{ukum;
d. Mcmiliki Surat Keterang,an Domisili Perusahaan;

e. Memiliki Surat Izin'I'empat Usaha (SITU);
f. lvfemiliki Surat l(eterangarl Viskal;

fr. Persy'aratan Kesanggupan untuk meniiliki atau menguasai kendaraan bermotor;

h. Persyaratan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyirnpanan kendaraan bemtotor.

Pesal 9 t
Permohonan Izin Usaha Angkutan diajukan kepada Bupati melahri Dinas Perhubungan;

Izirr Usaha ,\ngl<utan diberikan apabila memiliki persyaratan seba.gaimana dimaksucl

<ialam Pasal 8;
(3) Persel.ujuan atau penolakan atas permohonan izin diberikan dalam jangka rvaktu 14 (empat

belas) hari kerja setclah permohonan diterima secara lengkap,

Pasal l0

Pengusaha angkutan umurn yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan Ciwajibkan untuk :

a. Memenuhi senlua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin;
b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enarn) bulan setelah Izin Usaha

Al gkutan <iiterbitkan ;

Melap<lrkarr apabila terjadi perubahan J:enrilikan, pemanfaat atau domisili perusahaan;

Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.

r Pasal ll

Izin Usaha Angkutan dicabut apabila izin melanggzu'ketentuan Pa-sal 10.

BAB V
CARA MENGUI(UII TINGKAT PENGGUNAAN JI\SA

I'asal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasiu'kan jenis dan type kendaraan angkutan ulLlurn.

(1)
(2)

d.
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(1)

(2)

l3AI3 XV
KETENTIJAN PIDA}IA

P:asal22'

V/ajib retritrusi yang tidak melal<siLnakan kewajibannya sehingga nrerugikan keuangan
Daerah diancant pidana kuruttgan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling bani'ak ,4

(empat) kali.jumlah retribusi terutan6l; .

Tindak pidana sebagaimana dimaksucl ai'at (l) adalah pekmggaran.

BAB XVI
I'['NYIDIKAN

c.

d.

.1

1
I
,i

i
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Pasal 23

(l) Pejabat Pegawai Negeri 
-Sipil 

tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi
wewenang lihusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tirrdak pidana di bidang
pajak Daerah clan Retribusi Daerah; ,

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :

a. Menerirn4 rnencari, mengumpnlkan cJan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau lapnran tersetrut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Mencliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau ba<iarr
tentitng kebenaran perbrratan yang dilakul<an sehubturgan clengan tindak lridana
retribusi Daerah tersebut;
Meminta keterangan dan bahan bukti clari orang pnibadi atau badarr setrubungan dengan
tindak pidana di bidang Rerritrusi Daerah;
Mr:meriksa buku-buku, catatan dan dokunen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retdtlrsi Ltaerah;
Melakukan penggeledahan ultuk nrendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
doliumen-dokumeir laitr selta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Merninta bantuan tenaga atrli dalam rangka pelaksanaan tugas penyic!ikan tindak piclana
di bidzrng retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang ses;eorang meninggalk&n ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan menreriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagainrala dimaksud pada huruf e;
Memotret seseorang be*.aitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
Mernanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi
Menghentikan penyid ikan;
Menghentikan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retdbusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jau'abkan;

h
i.
j.
k
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NAB XVII
I(BTRNTTJAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya lteraluran Daerah ini, malla Peraturan Daerah )'ang mengatrr izan rrsa

angkutan yang berlaku sebelumnya dinl'atakan tidak berlal<u lagi.

I'asal 25

trlal-lLal yang bclurn diatur clalanr Pcratr:ran Daerah ini, sepanjang tncngenai pelaksanaanya

akan diatur lebiir lanjul clengan Keputusan dan atau Peratura.n Bupati.

Pasal 26

Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahk-nn pengrlnflzpgi.n Peraturan Daerah ini
dengan penempatan dalanr l-embaran l)aerah Kabupaten ]{alrnaheia Barat.

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 1 September 2008
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